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A. Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi nikah (kawin) mempunyai beberapa arti
yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada
hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan, tetapi secara
majaz diartikan akad karena termasuk pengikat sebab akibat.*

Nikah menurut istilah adalah ikatan suami isteri yang sah
menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami
isteri. Kata lain yang dipakai untuk menggambarkan perkawinan
adalah kata zawaja yang kata bendanya adalah zauj yang berarti
pasangan atau jodoh. Hubungan antara seorang laki-laki dan
wanita merupakan tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah swt
dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad
nikah.

Allah swt menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan
sebagaimana firman Allah:?
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Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-
pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan

oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang
tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku
pada semua makhluk Allah swt baik manusia, hewan maupun
tumbuh-tumbuhan.

Allah swt berfirman:®

! Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2016), 23.

2 Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat, (Kudus: STAIN Kudus, 2008),
17-18.

® Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat, 19.
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Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-
pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”
(QS. Adz-Dzariyat: 49)

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada
laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa
adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karena
dengan pernikahan, dapat mengurangi maksiat penglihatan,
memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka
yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk
memasuki perkawianan belum siap dianjurkan untuk berpuasa.
Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari
perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan. Perkawinan
dalam Agama Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan
sunnah Rasulullah saw, dan tempat paling baik antara Agama
Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia dengan
mengandung nilai makna dan ibadah.*

Agama Islam melarang keras hidup dalam kesendirian
(tidak menikah) karena pilihan tersebut merupakan pilihan yang
tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal.
Allah swt menciptakan manusia agar berpasang-pasangan
dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan mendasar bagi
manusia. Karena itulah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Agama Islam mengaturnya lebih baik dan detail dengan
syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya
perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan
keturunan agar bisa tercapai.’

Pernikahan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang
juga terdapat dalam hukum perdata pada umumnya. Karena janji
adalah suatu sendi yang sangat penting dalam hukum perdata,
oleh karena itu setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak
semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus begitu saja.
Jika harus diputuskan atau terpaksa diputus ada sebab yang dapat

* Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), 53.
®> Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 54.
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diterima oleh akal. Demikian juga perkawinan itu diputuskan
atau terpaksa terputus yang dapat diartikan bahwa pernikahan itu
harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan
begitu saja. Tetapi tidak dalam perjanjian perkawinan, sekalipun
hakikatnya dalam perkawinan itu suatu perjanjian juga adanya
persetujuan atau perjanjian (perkawinan) itu telah ditentukan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) yaitu:
“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.”

Tujuan meterial yang akan diperjuangkan dalam perjanjian
dalalm perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat
dengan agama, sehingga tidak saja mempunyai unsur lahir tetapi
unsur batin juga mempunyai peranan yang penting. Jadi,
perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua
orang dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.®

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan di
Indonesia, perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama kepercayaan yang dianut sesuai
pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal
ini mengandung pengertian bahwa perkawinan akan sah apabila
telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.’

Sesungguhnya sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang
diinginkan oleh undang-undang perkawinan, tidak hanya dilihat
dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga ikatan batin antara suami
dan isteri yang ditujukan untuk membentuk dan membina
keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Ikatan yang lahir adalah ikatan yang dapat dilihat
secara lahiriah baik antara suami istri maupun orang
disekelilingnya dan ikatan batin diperlukan untuk mencerminkan
kerukunan suami istri. Rumasan perkawinan tersebut merupakan

® Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum
Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, 4-6.

" Ahmad Fatah, “Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest
Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzab dan Kompilasi Hukum
Islam)” Jurnal Penelitian, 162.
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rumusan arti dan tujuan perwinan itu sendiri. Untuk lebih

jelasnya diuraikan sebagai berikut:*

a. Maksud dengan arti pernikahan adalah ikatan lahir
batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-
istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk
kelurga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu
tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin. Suatu
ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat.
Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara
seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai
suami istri dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan
formil.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut
penyaluran ketubuhan bilogis antar jenis dan hak serta kewajiban
yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.?

Bagi orang yang telah mampu menikah, beristri itu wajib
hukumnya. Karena dengan beristeri itu hati lebih terpelihara dan
lebih bersih dari desakan nafsu. Al-Qurthubi mengatakan: “Bagi
orang yang mampu kawin, sedang dia khawatir dirinya
terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara
akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan
dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat
mengenai wajibnya perkawinan dalam keadaan seperti ini.”*

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah swt
sebagai jalan bagi manusia untuk mendapaktkan keturunan,
setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif
dalam mewujudkan tujuan pernikahan, Firman Allah:*

! Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia, (Kudus: CV.
Kiara Science, 2015), 44.

% Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 8-9.

# Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Figih Wanita, (Semarang: CV.
Asy-Syifa’, 1993), 375.

* Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat, 19-20.
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Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu
disisi Allah ialah orang yang paling tagwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13)

Para ulama figih menjelaskan bahwa menikah mempunyai

hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum
tersebut adalah:®

a.

Wajib, bagi orang sudah mampu menikah, nafsunya telah
mendesak atau takut terjerumus dalam perzinahan maka ia
wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram
adalah wajib.

Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan
mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari
perbuatan zina maka sunnah baginya untuk menikah.
Menikah baginya lebih utama daripada bertekun diri
beribadah.

Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah
batin dan lahirnya kepada isteri serta nafsunya tidak
mendesak maka ia haram menikah.

. Makruh, menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan

tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, walaupun
tidak merugikan isteri karena ia kaya dan tidak mempunyai
keinginan syahwat yang kuat.

. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan

yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan

® Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat, 26.
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yang mengarahkan untuk menikah maka nikah hukumnya
mubah baginya.®

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah peraturan yang
dibuat dan ditulis pasal demi pasal yang berisis tentang hukum
perkawinan, Hukum kewarisan (wasiat dan hibah) dan hukum
perwakafan yang berlaku untuk orang yang beragama islam.
Hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini
membahas beberapa ketentuan dasar yang terdapat pada pasal 5
berkaitan dengan pencatatan nikah yang berbunyi:

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam
setiap perkawinan harus dicatat.

b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan
olenh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dasar-dasar perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6
berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang berbunyi:’

a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah
pengawasan pegawai pencatat nikah.

b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai
pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah
atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk
dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh muka
saat wudhu dan takbiratul ihram saat shalat. Atau adanya calon
pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawianan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah
atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut
tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup
aurat untuk shalat atau menurut agama Islam calon pengantin
laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.®

Berikut ini adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat
dalam pernikahan adalah:

® Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat, 26-28.
" Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).
® Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 12.
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a. Calon mempelai laki-laki
Rukun nikah yang pertama adalah adanya calon
mempelai laki-laki yang harus memehuhi syarat:
1) Beragama Islam
2) Balig
3) Berakal sehat
4) Tidak ada paksaan (kemauan sendiri)
5) Bukan mahram dari calon mempelai perempuan
6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah
b. Calon mempelai wanita
Rukun nikah yang kedua adalah adanya calon
mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus
memenuhi syarat sebagai berikut:®
1) Beragama islam
2) Berakal sehat
3) Bukan mahram calon mempelai wanita
4) Tidak sedang ihram haji atau umrah
5) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah
c. Wali
Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali mempelai
perempuan. Wali adalah orang yang bertanggung jawab
bertindak menikahkan mempelai wanita. Keharusan adanya
wali didasarkan pada hadits Nabi yang artinya bahwa nikah
itu tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi. Allah swt juga
berfirman:
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Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian
diantara kamu, dan orang-orang yang layak
(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan

° Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat,67-68.
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Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Adapun syarat wali adalah:*
1) Beragama islam
2) Baligh
3) Berakal sehat
4) Adil
5) Laki-laki
6) Mempunyai hak untuk menjadi wali
d. Dua orang saksi
Dasar keharusan saksi adalah sabda Nabi bahwa nikah
itu tidak sah tanpa wali dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah adalah:™*
1) Seorang laki-laki
2) Muslim
3) Adil
4) Berakal sehat
5) Baligh
6) Mengerti maksud akad nikah
7) Tidak terganggu ingatan
8) Tidak tuna rungu atau tuli

Keharusan adanya saksi nikah menurut Kompilasi
Hukum Islam (KHI), antara lain:
1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan
akad nikah.
2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung
akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan
ditempat akad nikah yang dilangsungkan.'?

e. Akad (ijab gabul)

ljab adalah perkataan dari pihak wanita, dan gabul
adalah jawaban mempelai laki-laki dalam menerima ucapan
wali wanita.™

19 Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat,68-69.

1 Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat, 72-73.

12 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2004), 75.
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B. Wali

Syarat-syarat ijab gabul adalah:

1) Adanya pernyataan pengawinan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

3) Memakai kata-kata nikah atau tazwij

4) Antara ijab dan gabul bersambungan

5) Antara ijab dan gabul jelas maksudnya

6) Orang yang terkait dengan ijab dan gabul tidak sedang
dalam ihram haji atau umrah

7) Maijlis ijab dan gabul itu dihadiri minimum empat orang,
yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari
mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.™

ljab gabul orang bisu sah dengan isyaratnya dengan
ketentuan pihak lain paham dengan isyarat tersebut. ljab
gabul juga boleh diwakilkan apabila yang bersangkutan
berhalangan.®

Rukun dan syarat-syarat pernikahan tersebut wajib
dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan
yang dilangsungkan tidak sah. Rukun nikah dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) pasal 114 menyebutkan “Calon suami,
calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan
gabul.”®

1. Pengertian Wali

Wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.

Wali mempunyai banyak arti, yaitu:

a.

b.

C.
d.

Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi
kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak
itu dewasa.
Pengasuh pengatin perempuan pada waktu menikah (yaitu
yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
Orang shaleh (suci), penyebar agama.
Kepala pemerintah dan sebagainya.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan

adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan
sanggup bertindak sebagai wali. Namun ada kalanya wali tidak

3 Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat, 74.

1 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 55-56.
> Abdul Haris Na’im, Figh Munakahat, 75.

' Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 56.
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hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai
wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali
yang ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai
dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab,
lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam
Maliki dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli
waris yang diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.’

Secara umum wali adalah seseorang yang karena
kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas
nama orang lain. Dalam hal ini perkawinan wali itu adalah
seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam
suatu akad nikah. Menurut Wahbah Zuhayliy, wali merupakan
orang yang mempunyai wewenang penuh dalam pernikahan
puterinya. Oleh sebeb itu, wali adalah orang yang
berhak menikahkan atau memberikan izin untuk menikah. Hal
yang paling prinsip adalah izin atau restu dari seorang wali, baik
ia yang melakukan sendiri atau mewakilinya. Adapun orang-
orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon
mempelai wanita sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pada pasal 20 yaitu harus seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum islam, yaitu muslim, akil, dan baligh.18

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 19
“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya”. Dalam pasal 20 ayat (2) “Wali nikah terdiri
dari: wali nasab dan wali hakim”.*

2. Dasar Hukum Wali dalam Perkawinan

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan wali
sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan, antara lain:
Firman Allah swt Surat Al-Bagarah ayat 234:

’/// Ao Lo //4//5 MY
e e L e CL':’ S el Sal 1306 ..
Artinya : “Kemudian apabila telah habis idahnya maka tiada

dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat
terhadap diri mereka.”

7 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 89-90.

¥ Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam
Perkawinan”, Jurnal El-Fagih, Volume IV, Nomor 2, (2018): 100-101.

19 Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).
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Menurut mereka ayat ini ditujukan para wali jika mereka
tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak
melarang untuk menghalang-halangi.

Ayat lain Allah swt berfirman Surat Al-Bagarah ayat 221:%
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Artinya:  “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita
musyrik, sebelum mereka beriman.”

Wali dilarang mencegah wanita untuk menikah dengan
orang-orang yang mereka pilih sebagai calon suami. Pencegahan
hanya terdapat pada orang yang mempunyai kekuasaan untuk
mencegah, sehingga ayat tersebut menunjukan bahwa akad nikah
berada di dalam kekuasaan wali bukan kekuasaan perempuan.?*

Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri dari
Urwah dari Aisyah juga dijelaskan, Aisyah berkata Rasulullah
saw bersabda: “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin
walinya, maka nikahnya itu batal (diucap tiga kali). Jika
suaminya telah menggaulinya maka mahramnya adalah untuknya
(wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian
apabila mereka bertengkar maka penguasa menjadi wali bagi
orang-orang yang tidak mempunyai wali.”

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i
dikatakan “Seorang gadis hendaknya minta izin kepada
ayahnya.” (maksudnya sebelum diadakan akad nikah harus
ditanya lebih dahulu tentang persetujuannya.?

3. Kedudukan Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu
yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan
oleh wali. Wali ini ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan
menurut kesepakatan ulama. Dalam akad pernikahan itu sendiri
wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas
nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang
diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.
Kedudukan wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang

20 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 92.

2l Ahmad Fatah, “Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest
Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum
Islam)”, Jurnal Penelitian, 168-169.

%2 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 94-95.
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harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang
lain mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad pernikahan
bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi sekedar
sunnah dan pernikahan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali
dalam akad pernikahan bukanlah suatu hal yang cacat hukum,
perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan tersebut tidak
menjadi batal.?

Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali
tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali merupakan syarat
sahnya perkawinan, bahkan wali adalah rukun dalam
perkawinan.?

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan umum huruf h
dikemukakan “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan
kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum
sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak
mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua yang masih
hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Dengan
demikian wali adalah orang yang diebri kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak
memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak
cakap melakukan perbuatan hukum.?

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan mengatur sebagai berikut:*®
(1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

mempelai.”

(2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang
tua.”

(3) “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal
ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau
dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.”

28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:

Kencana, 2009), 69.

2% Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran

Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktinya di Indonesia”, Al-‘Adalah, VVolume 10,
Nomor 2, (2011): 170.

> Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Imdonesia, 205.
% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2

Januari 1974).
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(4) “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah
dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih
hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.”

(5) “Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang
yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas
permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih
dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3),
dan (4) pasal ini.”

(6) “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal
ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.”

Peran wali bagi perempuan pada dasarnya memang
dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan
terhadap hak-hak mereka. Namun kenyataannya perlindungan
tersebut seringkali berubah menjadi lembaga yang menguasai
dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh
perempuan. Hal ini dibuktikan oleh pandangan mayoritas ulama
yang menyatakan bahwa perempuan yang akan menikah harus
melalui perantara wali. Peran aktif perempuan dalam proses
pernikahan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat
tersebut secara garis besar berkaitan dengan dua hal, yaitu
apakah perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri atau harus
dengan perantara wali dan apakah perempuan dapat menjadi wali
nikah atau tidak bisa. Perempuan yang dimaksud disina adalah
seorang perempuan dewasa, karena untuk anak yang belum
dewasa baik laki-laki maupun perempuan para ulama sepakat
mereka harus melalui perantara wali apabila melakukan akad
nikah.”’

4. Syarat-syarat Wali

Adanya wali merupakan salah satu rukun dalam

perkawinan dan orang yang berhak menjadi wali adalah wali

2" Nur Faizah, “Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-
Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah)”,
Proceedings Ancoms, (2017): 161.

20



yang bersangkutan, jika wali yang bersangkutan tidak dapat
bertindak untuk menjadi wali adakalanya tidak hadir atau karena
suatu sebab yang tidak dapat menjadi wali dengan demikian hak
untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Maka
akad nikah akan dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan
wakilnya yang akan menikahkannya.?

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak
atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
Keberadaan seorang wali diatur dalam pasal 19 Kompilasi
Hukum Islam yaitu bahwa dalam akad nikah suatu yang mesti
dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali hal
ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih
kecil, masih perawan atau sudah janda. Apabila tidak
dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Adanya wali sangat dibutuhkan peranannya dan
pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad
pernikahan. Karena kehadiran seorang wali termasuk salah satu
rukun pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan
perkawinan harus ada:

a. Calon suami

b. Calon isteri

c. Wali nikah

d. Dua orang saksi
e. ljab dan kabul

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 memperjelas
bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya.” Seorang wali harus memiliki persyaratan
tertentu demi keabsahan suatu pernikahan, karena syarat adalah
sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya
dapat menghasilkan akibat. Dalam Kompilasi Hukum Islam
memberi batasan terhadap sifat orang-orang yang berhak menjadi
wali nikah, batasan itu dijelaskan dalam pasal 20 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Yang bertindak
sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi
syarat hukum islam, yaitu muslim, agil, dan baligh”.?

107.

108.

8 Moch. Azis Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,

% Moch. Azis Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,
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Ulama Mazhab empat telah sepakat, syarat-syarat
orang boleh menjadi wali adalah:
a. Orang islam, sebab orang kafir tidak sah menjadi wali.
b. Orang baligh, maka anak-anak tidak sah menjadi wali.
c. Orang berakal, maka orang gila tidak sah menjadi wali.

Menurut Imam Syafi’i, Maliki, Hambali bahwa wali itu
harus orang laki-laki karena itu tidak sah wali perempuan. Begitu
juga wali itu harus adil. Tetapi menurut Imam Hanafi bahwa
orang fisik sah juga menjadi wali karena tidak dilarang untuk
menikahkan anaknya sejak dahulu. Jadi syarat-syarat dapat
dijelaskan sebagai berikut:

a. Harus orang yang mukallaf, artinya ia telah aqil baligh karena
orang yang belum aqil baligh itu masih membutuhkan orang
lain untuk mengawasi segala urusannya. Selama ia
mampu mengurus diri sendiri maka ia mungkin mampu
dibebani urusan orang lain.

b. Muslim, tidak sah jika orang tidak beragama Islam menjadi
wali untuk orang muslim.

c. Laki-laki,  tidaklah  disahkan  seorang  perempuan
untuk menjadi wali dalam perkawinan.

d. Merdeka, wali nikah harus orang yang merdeka dan tidak
boleh seorang wali dari budak, karena budak tidak memiliki
kewenangan atas dirinya sendiri.

e. Berakal, artinya ia harus mengetahui maksud dan tujuan dari
pernikahan .

f. Adil, wali nikah harus memiliki sifat ‘Adalah (luhur budi
pekertinya, jujur) dan tidak orang yang fasik.*

5. Macam-macam Wali

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 22
menyebutkan “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya
tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali
nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur
maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain
menurut derajat berikutnya”. Apabila hak perwalian tersebut
diurutkan secara lebih rinci sebagai berikut:*

a. Ayah kandung

% Moch. Azis Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,
108-111.
1 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 67.
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b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis
laki-laki

c. Saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu) atau seayah

d. Keponakan laki-laki sekandung atau seayah (anak laki-laki
saudara laki-laki kandung atau seayah)

e. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau
seayah)

f. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman
kandung atau seayah)

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian
pindah kedapa kepala negara yang biasa disebut wali hakim.
Ditegaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
menyebutkan:*

a. “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya
atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adlal
atau enggan.”

b. “Dalam hal wali ‘adlal atau enggan maka wali hakim baru
dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan
Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

Tentang siapa Yyang berhak menjadi wali dalam
perkawinan tidak ada nash yang menjelaskan secara jelas, baik
Al-Qur’an maupun Hadits Nabi karena itu para ulama berbeda
pendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam
perkawinan.®
Wali nikah ada empat macam, yaitu:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan
nasab dengan seorang perempuan yang akan melangsungkan
perkawinan.* Wali nasab merupakan wali yang hak
perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah, hal
ini bisa orang tua kandung dan bisa juga saudara terdekat.®

Wali nasab terdiri empat kelompok dalam urusan
kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok

% Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 67-68.

% Ahmad Fatah, Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest
Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum
Islam), 170.

* Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 95.

¥ Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 66.
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b.

yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan

dengan calon mempelai wanita:*®

1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah,
kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka.

3) Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung
ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-
laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab
(dekat) dan wali ab’ad (jauh). Dalam urutan tersebut yang
termasuk wali agrab adalah wali nomor 1, sedangkan wali
nomor 2 menjadi wali ab’ad. Jika nomor 1 tidak ada maka
nomor 2 menjadi wali agrab dan nomor 3 menjadi wali ab’ad
dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali agrab kepada wali ab’ad
sebagai berikut:*

1) Apabila wali agrabnya nonmuslim.

2) Apabila wali agrabnya fasik.

3) Apabila wali agrabnya belum dewasa.
4) Apabila wali agrabnya gila.

5) Apabila wali agrabnya tuli atau bisu.
Wali hakim

Apabila semua urutan wali nasab tidak ada, maka
perwalian berpindah kepada wali kepala negara yang
biasa disebut dengan wali hakim.*® Orang-orang yang berhak
menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pimpinan),
penguasa atau gadi nikah yang diberi wewenang dari kepala
ngara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.*

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad
nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

% Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2004), 74.

%" Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 96-97.

% Ahmad Fatah, Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest
Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum
Islam), 176.

% Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 97.
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1) Tidak ada wali nasab.

2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau wali
ab’ad.

3) Wali agrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh +
92,5 km atau dua hari perjalanan.

4) Wali agrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.

5) Wali agrabnya ‘adhal.

6) Wali agrabnya berbelit-belit (mempersulit).

7) Wali agrabnya sedang ihram.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:*

1) Wanita yang belum baligh

2) Kedua belah pihak tidak sekutu

3) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah

4) Perempuan yang berada di luar daerah kekuasaannya

Sebelum Kompilasi Hukum Islam tersusun seperti
sekarang masalah wali hakim pernah menjadi bahan
perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadits ‘Aisyah r.a.
bahwa sulthan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki
wali. secara bahasa sulthan artinya raja atau penguasa, atau
pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sulthan tersebut
diartikan hakim, atau meminjam term yang digunakan Sayid
Sabig adalah gadli atau hakim. Namun dalam pelaksanaannya
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau
penghulu/ pegawai pencatat nikah yang bertindak menjadi
wali hakim dalam pelaksaan akad nikah bagi mereka yang
tidak memiliki wali atau walinya adlal (enggan menikahkan
anak perempuannya).**

Menurut Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal
yang mengenai wali hakim:

1) Pasal 1 sub b KHI berbunyi: “Wali hakim adalah wali
nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat
yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan
untuk bertindak sebagai wali nikah.”

2) Pasal 23 KHI disebutkan:

(@) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak ada atau mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan”.

“% Tihami, Fikih Munakaat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 97-98.
* Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 69.
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(b) “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim
baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada
putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”.*

Bahwa keabsahan suatu perkawinan menurut Agama Islam

ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu
apabila wali nasab tidak ada, atau magfud (tidak diketahui
dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak
memenuhi syarat atau adhal, maka wali nikahnya adalah wali
hakim.*

c. Wali Tahkim

Kata tahkim dalam Bahasa Indonesia yang artinya
mengangkat hakim, menjadi hakim. Dalam hal pernikahan
wali tahkim adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon
suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah
mereka.*

Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah:
calon suami mengucap tahkim kepada seseorang dengan
kalimat: “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya
dengan si...(calon isteri) dengan mahar...dan putusan
bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu calon
isteri juga mengucap hal yang sama dan kemudian calon
hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini”. Wali
tahkim terjadi apabila:

1) Wali nasab tidak ada.
2) Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari dari
perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
3) Tidak ada gadi atau pegawai pencatat nikah, talak dan
rujuk.”
d. Wali adhal

Secara etimologi wali adhal berarti wali yang tidak mau
menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk
menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar’i. Penolakan ini
dapat saja diterima dan dapat ditolak bila antara wanita dan

2 Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

3 “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2005 Tentang Wali Hakim”, (12 Desember 2005)

* Siti A’isyah, “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif
Magashid Al-Syari’ah: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang”,
Jurnal Penelitian llmiah Intaj, Volume 2, Nomor 2, (2018): 94.

*® Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 98-99.
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calon suami ada halangan untuk melangsungkan pernikahan,
maka wali dapat menolak atas pernikahan tersebut.*

Terjadinya wali adhal memang tidak dapat dipungkiri,
hal itu dikarenankan adanya perselisihan atau perdebatan
yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua
(walinya) baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun
kebijaksanaan yang mereka miliki yang memang sulit untuk
mereka dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja
dapat terjadi jika memang mempelai perempuan tetap
berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon
suami atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak
belakang dengan keingan orang tua.

Agama islam mengatur hubungan antara anak dan
orang tua harus terjaga dengan baik. Karena sebab itu bila
seorang anak perempuan yang akan menikah dengan seorang
laki-laki haruslah dengan perantara orang tuanya (wali)
dengan persetujuan keduanya, agar rumah tangga yang dibina
oleh keduanya memiliki hubungan baik dengan kedua orang
tuanya. Adapun dasar hukum islam yang melarang seorang
wali menghalangi pernikahan anak perempuan dibawah
perwaliannya adalah firman Allah swt Surat Al-Bagarah ayat

232:
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Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis
masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara

mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di

¢ Moch. Azis Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,
104.
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antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu
lebih  baik bagimu dan lebih suci. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang wali
tidak boleh menghalangi keinginan anak gadisnya atau janda
tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki
pilihannya sendiri selama tidak bertentangan kaidah-kaidah
syar’iyyah.”

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini,
dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat dilihat
kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya,
baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam
masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian
terdahulu mempermudah pembaca untuk melihatbdan menilai
perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti
lainnya dalam masalah yang sama.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian
No Peneliti Judul Metc_)c_ie Hasil Penelitian
Penelitian
1. | Danang Eko | Analisis Metode Penelitian yang
Setyo Adi Penetapan Wali Kualitatif dilakukan oleh
Adhol di saudara Danang
Pengadilan menjelaskan
Agama Semarang tentang
Tahun 2010 pertimbangan
hakim
Pengadilan Agama
Semarang dalam
menetapkan perkara
wali adhol tahun
2010
2. | Ahmad Analisis Terhadap | Metode Berdasarkan
Yusuf Pendapat Hakim Kualitatif penelitian yang
Maulana Atas Penyelesaian dilakukan oleh
Wali Adhal saudara Ahmad
Karena Faktor Yusuf Maulana

*" Moch. Azis Qoharuddin, Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,

116-119.
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No Peneliti Judul Methe Hasil Penelitian
Penelitian
Adat (Studi pada tahun 2019
Penetapan menggambarkan
Pengadilan mengenai
Agama Ponorogo pernikahan yang
Nomor: masih mempercayai
329/Pdt.P/2019/P itungan jawa
A.Po (wethon)
3. | Nuriyandari | Analisis Terhadap | Metode Penelitian yang
Listiyani Penetapan Kualitatif dilakukan oleh
Pengadilan saudara Jumaidi
Agama Semarang menjelaskan
Nomor tentang
0057/Pdt.P/PA.S pertimbangan
mg Tentang hakim dalam
Dikabulkannya mengabulkannya
Permohonan Wali permohonan wali
Adhal Karena adhal karena calon
Calon suami seorang
Suami Seorang buruh pabrik
Buruh Pabrik
4. | Moch. Azis | Kedudukan Wali Metode Penelitian yang
Qoharuddin | Adhal Dalam Kualitatif dilakukan oleh
Perkawinan suadara Moch. Azis
Qoharrudin
menjelaskan hanya
terfokus pada
kedudukan wali
adhal

Penjelasan (Perbedaan dan Persamaan)

1. Sama-sama meneliti tentang wali adhal. Akan tetapi pada
penelitian yang dilakukan oleh saudara Danang Eko Setyo Adi
lebih fokus pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Semarang dalam penetapan perkara wali adhal tahun 2010.
Sedangkan dalam penetian yang penulis lakukan membahas
tentang akibat hukum dari penetapan wali adhal.

2. Sama-sama meneliti tentang wali adhal. Akan tetapi penelitian
yang dilakukan oleh saudara Ahmad Yusuf Maulana lebih fokus
pada pernikahan yang masih mempercayai adat itungan jawa
(wethon). Sedangkan dalam penelitian ini penulis lakukan
membahas tentang pandangan hukum isalam mengenail wali
adhal.
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3. Sama-sama meneliti tentang wali adhal. Akan tetapi penelitian
yang dilakukan oleh saudara Nuriyandari Listiyani lebih fokus
pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali
adhal karena calon suami seorang buruh pabrik. Sedangkan
dalam penelitian ini penulis lakukan membahas masalah dasar
hukum serta akibat hukum dari penetapatan wali adhal.

4. Sama-sama meneliti tentang wali adhal. Akan tetapi penelitian
yang dilakukan oleh saudara Moch. Azis Qoharuddin lebih fokus
pada kedudukan wali adhal saja. Sedangkan dalam penelitian ini
penulis lakukan membahas masalah pertimbangan hakim dalam
memutus penetapan dikabulkannya permohonan wali adhal.

. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan perkawinan dengan wali adhal dapat
dilaksanakan apabila calon mempelai telah memenuhi syarat dan
prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku
serta sudah ada pertimbangan dari para hakim dalam memutus
penetapan atas dikabulkannya permohonan wali adhal.

Perkawinan dengan wali adhal sering terjadi karna beberapa
faktor atau percekcokan antara anak perempuan dengan orang tua
(wali), hal ini mengharuskan perkawinan tersebut dilakukan dengan
wali adhal (hakim). Maka perihal itu akan timbul pada akibat hukum
dari penetapan wali adhal.

Wali adhal dalam perkawinan tidak ada nash yang
menerangkah secara jelas baik Al-Qur’an maupun Hadits Nabi, oleh
karena itu para ulama berbeda pendapat atau pandangan mengenai
wali adhal dalam perkawinan.
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Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir
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l

Calon mempelai

laki-laki

|

Calon mempelai
perempuan

Wali adhal

Penetapan perkara Nomor
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